
PIMPINAN DPRD KABUPATEN REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2OL9

TENTANG

PERSETUJUAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN KEPADA PEGAWAI
NEGERI SIPIL PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG

TAHUN ANGGARAN 2O2O

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KAEIUPATEN REMBANG,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
59 Tahun 2oa7 pasal 39 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat
memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai Negeri
Sipil berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan
memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah;

b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, perlu
persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Rembang tentang Persetujuan Pemberian Tambahan
Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil pemerintah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2O2O;

Mengingat : 1. undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan propinsi Jawa
Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara;

3. undang-undang Nomor 5 Tahun 2ol4 tentang Aparatur sipil
Negara;

4. undang-undang Nomor 23 Tahun 2ol4 tentang pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor g Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2or4
tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2orr tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2}lg tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;



Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana
telah diubah beberapakali terakhir dengan peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2oll teniang perubahan Kedua
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;

8. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahu n 2b1 1 tentang pedoman
Evaluasi Jabatan;

9. Peraturan Menteri pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 63 Tahun 2011 tentang pedoman
Penataan Sistem Tunjangan Kinerja pegawai Negeri;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor g0 Tahun 2oI5
tentang Pembentukan Hukum Daerah sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l2o
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor B0 Tahun za15 tentang pembentukan Hukum
Daerah;

1 1". Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 23 Tahun
2011 tentang Pedoman Penilaian Kompetensi pegawai Negeri
Sipil;

12. Peraturan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun
2013 tentang Pedoman penyusunan standar Kompetensi
Managerial Pegawai Negeri Sipil;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah
Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menyetujui Pemberian Tambahan penghasilan Kepada pegawai
Negeri sipil Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran
2O2O sebesar Rp. 6 1.54O.2O6.000,00;

Besaran Tambahan Penghasilan Kepada pegawai Negeri sipil
Pemerintah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2oio
sebagaimana diktum KESATU tertuang dalam L,ampiran
Keputusan ini;

Menyerahkan proses selanjutnya seba#mana diktum KESATU
Keputusan ini kepada Bupati Rembang;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Rembang
pada tanggal 12 Agustus 2019
WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
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